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ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN
2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN
PERPAJAKAN PADA PEGAWAI PT XYZ

Ni Kadek Dinda Julianawati

ABSTRAK

PT XYZ merupakan salah satu distributor yang bergerak pada bidang retail
pembuatan baju. Meskipun mobilitas perekonomian tengah mengalami dirupsi
akibat pandemi Covid-19, PT XYZ masih produktif mempekerjakan pegawainya.
Hal tersebut menjadi indikator bahwa PT XYZ berpotensi untuk melangsungkan
kewajiban perpajakannya. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021,
pemerintah mengeluarkan kebijakan baru terkait beberapa perubahan pada enam
kluster di bidang perpajakan, terkhususnya pada pajak penghasilan. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui, perbandingan besaran beban PPh 21 terutang sebelum
dan sesudah penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pada pegawai PT
XYZ dan mengetahui apakah implementasi peraturan UU No. 7 Tahun 2021 telah
memenuhi asas keadilan bagi PT XYZ.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi
kasus. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekuder. Dengan teknik
pengumpulan data yaitu wawancara tak terstruktur dan dokumentasi. Adapun
teknik analisis data yang digunakan adalah komparatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan perbedaan besaran PPh Pasal 21 terutang
yang dihitung berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 lebih rendah dibandingkan
UU Nomor 36 Tahun 2008 dengan selisih sebesar Rp6.055.094,00. Implikasi atas
implementasi UU No. 7 Tahun 2021 menyebabkan pegawai tetap yang di
perusahaan PT XYZ dapat merasakan keadilan atas keringan jumlah PPh Pasal 21
yang harus dibayarkan, sehingga dapat mewujudkan pemerataan perekonomian dan
mengurangi adanya kesenjangan sosial.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, UU Nomor 36 Tahun 2008, UU No.
7 Tahun 2021, asas keadilan.

viii



COMPARATIVE ANALYSIS OF THE APPLICATION OF INCOME TAX
ARTICLE 21 BASED ON LAW NUMBER 36 YEAR 2008 CONCERNING
INCOME TAX WITH ACT NUMBER 7 YEAR 2021 CONCERNING
HARMONIZATION OF TAX REGULATIONS AT PT XYZ EMPLOYEES

Ni Kadek Dinda Julianawati

ABSTRACT

PT XYZ is one of the distributors engaged in the retail sector of making
clothes. Even though economic mobility is being disrupted due to the Covid-19
pandemic, PT XYZ is still productive in employing its employees. This is an indicator
that PT XYZ has the potential to carry out its tax obligations. Through Law Number
7 of 2021, the government issued a new policy related to several changes to the six
clusters in the taxation sector, particularly in income tax. This study aims to
determine the comparison of the amount of PPh 21 payable before and after the
implementation of Law Number 7 of 2021 on PT XYZ employees and to find out
whether the implementation of Law no. 7 of 2021 has fulfilled the principle of justice
for PT XYZ.

This research is a type of qualitative research with a case study approach.
The data sources used are primary and secondary data. With data collection
techniques, namely unstructured interviews and documentation. The data analysis
technique used is descriptive comparative.

The results of the study show that the difference in the amount of Income
Tax Article 21 payable which is calculated based on Law Number 7 of 2021 is lower
than Law Number 36 of 2008 with a difference of Rp. 6.055.094,00. Implications for
the implementation of Law no. 7 of 2021 causes permanent employees at the PT XYZ
company to feel justice for the relief of the amount of Income Tax Article 21 that must
be paid, so that it can realize economic equality and reduce social inequality.

Keywords: Income Tax Article 21, Law Number 36 Year 2008, Law no. 7 of
2021, the principle of justice.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan negara merupakan salah satu komponen keuangan
terpenting bagi sebuah negara guna meningkatkan kemakmuran rakyat serta
menjalankan pembangunan sarana dan atau prasarana demi kemajuan suatu
negara (Carolina, 2022). Pajak sebagai instrumen pendapatan yang
berkontribusi dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
(Tiara Ardin et al., 2022). Pada awal tahun 2022, Kementerian Keuangan
melaporkan bawa penerimaan pajak pada awal tahun mengalami kenaikan.
Kementerian Keuangan Menilai naiknya kinerja penerimaan pajak
ditunjang oleh pemulihan ekonomi. Realisasi penerimaan pajak pada awal
tahun pada bulan Januari 2022 tercatat sebesar Rp109,1 triliun, naik 59,39%
dari periode tahun 2020 yang hanya berjumlah Rp68,45 triliun.(Dwi Hadya
Jayani, 2022). Direktorat Jenderal Pajak, yang dalam hal ini sebagai
lembaga yang menaungi kebijakan di bidang fiskal, terus berusaha dalam
mewujudkan sistem tata kelola perpajakan yang baik. Reformasi pajak
menjadi krusial sebagai langkah akselerasi pemulihan ekonomi nasional
(Tiara Ardin et al., 2022).

Beberapa kebijakan yang telah digencarkan pemerintah dalam
upaya optimalisasi penerimaan pajak, di antaranya: pengenaan insentif
pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan Peraturan

Pemerintah (PP) No . 46 Tahun 2013 menjadi PP No. 23 Tahun 2018, tax



amnesty, hingga ditetapkannya Undang-Undang No. 7 Tahun
2021(Kurnianingsih, 2022). Tahun 2021, dengan disahkannya Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
tepatnya pada tanggal 29 Oktober 2021, merupakan sebagai bentuk
reformasi perpajakan yang tengah digencarkan oleh pemerintah(Nurul
Aisyah Rachmawati,2022.). Terdapat enam poin perubahan peraturan, di
antaranya: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak
Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program
Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai(Kurnianingsih,
2022). Merealisasikan sistem perpajakan yang berkepastian hukum dan
berkeadilan merupakan orientasi dari dicetuskannya UU HPP. Diiringi
dengan misi untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional
(Kristanti, 2022).

Pemulihan ekonomi nasional merujuk pada pemulihan
pascapandemi (Covid-19). Namun, situasi pada saat itu sempat terjadi
peningkatan jumlah masyarakat yang tergolong berpenghasilan tinggi
(Kristanti, 2022). Kondisi tersebut mengindikasikan walaupun di tengah
pandemi Covid-19 yang notabene terdapat fase menurunnya produktivitas
perekonomian. Kondisi tersebut berbanding terbalik bagi masyarakat yang
berpenghasilan menengah ke bawah. Banyak masyarakat yang kehilangan
pekerjaan di tengah ketidakstabilan perekonomian akibat pandemi Covid-
19. Kondisi tersebut berimplikasi pada kemampuan memenuhi kewajiban

perpajakan.



UU HPP mengatur tentang adanya perubahan tarif PPh, lapisan,
serta interval penghasilan kena pajak. Hal tersebut memberikan keringanan
bagi wajib pajak atas perubahan pada interval penghasilan kena pajak.
Perubahan tarif ini diharapkan dapat mewujudkan sistem perpajakan yang
berkeadilan serta keberpihakan kepada masyarakat yang berpenghasilan
kecil. Mengurangi adanya kesenjangan perekonomian dan pemerataan
kesejahteraan merupakan bagian dari keluaran yang diharapkan atas
pengenaan tarif bagi masyarakat yang tergolong berpenghasilan lebih
tinggi.

Tabel 1. 1 Tarif Pajak Penghasilan WPOP Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun
2008 dan UU Nomor 7 Tahun 2021

Tarif UU Nomor 36 Th 2008 UU Nomor 7 Th 2021 Tarif
(Rp) (Rp)
5% 0-50.000.000 0 - 60.000.000 5%

15% >50.000.000-250.000.000  >60.000.000 - 250.000.000 15%
25% >250.000.000-500.000.000 >250.000.000-500.000.000 25%
30% >500.000.000 >500.000.000-5.000.000.000 30%
>5.000.000.000 35%

Sumber : UU Nomor 36 Tahun 2008 dan UU Nomor 7 Tahun 2021

Berdasarkan tabel 1.1, implikasi perubahan tarif tersebut
mengakibatkan adanya perubahan besaran pajak terutang yang wajib
dibayarkan oleh wajib pajak. Kini perhitungan besaran pajak terutang
berdasarkan tarif UU Nomor 7 Tahun 2021 yang dikenakan pada wajib
pajak orang pribadi, hanya dikenakan tarif 5% dikenakan pada interval
penghasilan Rp0,00 sampai dengan Rp60.000.000,00, dibandingkan UU

Nomor 36 Tahun 2008 yang masih menginjak pada interval penghasilan



Rp0,00- Rp50.000.000,00, sehingga, perbandingannnya bagi wajib pajak
yang berpenghasilan Rp60.000.000,00 akan dikenakan tarif 5% saja, tanpa
dikenakan tambahan tarif 15%. Kemudian, bagi wajib pajak yang
berpenghasilan di atas Rp5.000.000.000,00, yang dulunya tidak termasuk
pada lapisan penghasilan kena pajak, kini akan dikenakan tarif pajak sebesar
35%. Tarif PPh ini berlaku dari 1 Januari 2022. PT XYZ yang merupakan
salah satu distributor yang bergerak pada bidang retail pembuatan baju ini,
masih produktif dan tetap memberikan pegawainya gaji secara berkala.
Dalam kondisi perubahan Undang Undang tersebut menjadi
indikator bagi pegawai yang dipekerjakan di sana untuk berkontribusi dalam

menepati kewajiban perpajakannya.

Tabel 1. 2 Daftar PPh Pasal 21 Terutang Pegawai PT XYZ Berdasarkan
UU No. 36 Tahun 2008.

PKP
No Nama Pegawai Dibulatkan PPh (ll:aPs)a 121

(RP)
1 Is Roy 862.278.000,00 183.683.400,00
2 Sartini Ni Ketut 47.141.651,00 2.357.083,00
3 Kanisius Fabiono 65.737.820,00 4.860.673,00
4 Sutrisna I Gede 26.073.505,00 1.303.675,00
5 Videlis Alberto Thoma 34.327.580,00 1.716.379,00
6 Neken Suryawan I Nyoman 20.073.780,00 1.003.689,00
7 Subagiada Dewa Komang 55.550.933,00 3.332.640,00
8 Widanta [ Made 1.798.075,00 89.904,00
9 Ni Made Rusmiyani 4.966.500,00 248.325,00
10 Sri Sunarsih Ni Made 61.614.820,00 4.242.223,00
11  Komang Suardana 33.522.261,00 1.676.113,00

Sumber : Data diolah oleh peneliti, (Berdasarkan lampiran 4)

Berdasarkan tabel 1.2, PT XYZ telah menerapkan penggajian dan
pemotongan yang mengacu pada UU No 36 Tahun 2008. Dengan sistem

pemungutan pajak Withholding System, yakni perusahaan memotong pajak



atas  penghasilan  sekaligus  melaporkannya, sehingga penulis
mengidentifikasi bagaimana komparasi perhitungan besaran pajak
terhutang berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 dan UU Nomor 7 Tahun
2021 sebagai proyeksi pajak terutang dari PT XYZ. Berdasarkan
permasalahan yang telah teridentifikasi, penulis tertarik untuk
melaksanakan penelitian dengan judul “Analisis Perbandingan Penerapan
Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008 Tentang Pajak Penghasilan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Pegawai PT XYZ”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang teridentifikasi, maka
rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.2.1 Bagaimanakah perbandingan besaran beban PPh 21 terutang
sebelum dan sesudah penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2021 pada pegawai PT XYZ?
1.2.2 Apakah implikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 telah

memenuhi asas keadilan bagi PT XYZ?

1.3 Tujuan Penelitian
Dari rumusan masalah yang dibuat, tujuan dari penilitian ini, yaitu :
1.3.1 Mengetahui, perbandingan besaran beban PPh 21 terutang sebelum
dan sesudah penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pada

pegawai PT XYZ.



1.3.2

Mengetahui apakah implementasi peraturan UU No. 7 Tahun 2021

telah memenuhi asas keadilan bagi PT XYZ

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1

1.4.2

1.4.3

Bagi Mahasiswa

Menambah cakupan literasi mahasiswa terkait implementasi
kebijakan pemerintah di bidang perpajakan serta dapat menjadi
bahan penelitian berikutnya. Terkhususnya bagi mahasiswa Jurusan
Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Bagi Politeknik Negeri Bali

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa
informasi dan menambah kajian literatur tentang perpajakan.
Terkhususnya mengenai bagaimana perbedaan atas penerapan
perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang mengacu pada
Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021.

Bagi Perusahaan

Sebagai wajib pajak, perusahaan diharapkan mengetahui secara
lebi dalam bagaimana implementasi dan implikasi dari kebijakan
baru yang diterapkan oleh pemerintah bagi perusahaan khususnya

di bidang perpajakan.



BAB YV
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa:

5.1.1

Perbandingan PPh 21 sebelum dan sesudah diterapkannya UU No.
7 Tahun 2021 terdapat perbedaan atau selisih besaran pajak
penghasilan pasal 21. Dimana sesudah UU No. 7 Tahun 2021 PPh
21 terutang yang harus dibayarkan lebih rendah, dikarenakan adanya
pengenaan tarif yang lebih rendah pada interval penghasilan Rp0,00
sampai dengan Rp60.000.000,00, kemudian bagi wajib pajak yang
memiliki penghasilan pada interval Rp60.000.000,00 sampai
dengan Rp250.000.000,00 dikenakan tarif 15%. Terdapat empat
orang pegawai tetap yang memperoleh fasilitas atas pengurangan
besaran pajak penghasilan pasal 21 terutang.

Implikasi atas asas berkeadilan bagi wajib pajak dapat dirasakan
oleh wajib pajak. Dikarenakan atas penyesuaian tarif, lapisan serta
interval penghasilan tersebut dapat meringankan wajib pajak yang
berpenghasilan masih rendah dan dapat mendorong kontribusi lebih
bagi wajib pajak yang berpenghasilan tinggi. Sehingga dapat
mewujudkan pertumbuhan perekonomian bagi masyarakat dan

mengurangi adanya kesenjangan sosial.
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5.2 Implikasi
Atas sistem Withholding yang diterapkan perusahaan PT XYZ dari
sistem pemungutan pajak pegawai tetapnya, terlebih atas keringanan jumlah
pajak terutang yang dapat dirasakan oleh pegawai tetap perusahaan PT
XYZ. Maka, hal tersebut dapat mendorong perusahaan untuk terus
berkontribusi terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan pegawai tetapnya.
Terlebih atas asas keadilan yang secara realitas sudah diperoleh bagi wajib

pajak.

5.3 Saran
Saran yang dapat diberikan kepada PT ZYX adalah sebagai berikut:
5.3.1 Bagi Perusahaan
Atas keringanan besaran pajak yang bisa dibayarkan oleh
wajib pajak dari implikasi UU No.7 Tahun 2021. Sebaiknya
perusahaan menerapkan pajak natura kepada karyawan yang
berpenghasilan tinggi, untuk mengurangi beban PPh orang pribadi
sehingga dapat diminimalkan, Sebab Diharapkan wajib pajak
semakin meningkatkan kontribusi untuk menunaikan kewajiban
perpajakan. Sehingga nantinya diharapkan mampu meningkatkan
pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
5.3.2 Bagi Masyarakat
Atas hasil penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat
terdorong untuk berkontribusi untuk memenuhi kewajiban

perpajakan. Dikarenakan atas kebijakan baru ini masyarakat sangat
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diberikan kemudahan, khususnya mendapatkan fasilitas berupa
keringanan besaran pajak penghasilan psal 21 terutang melalui
perubahan tarif pajak, lapisan penghasilan, dan interval penghasilan.
Bagi Penelitian Selanjutnya

Atas keterbatasan penelitian dalam penelitian ini, diharapkan
penelitian selanjutnya dapat meningkatkan jangkauan implikasi dari
penelitian dengan memperluas penentuan subjek pajak maupun

permasalahan yang diulas pada penelitian.
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